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ABSTRAK

Nama . Usliya Ulfa

NIM : 180106072

Judul . Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak
Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A
Banda Aceh

Tanggal Sidang : 18 Juli 2022

Tebal Skripsi 60 Lembar

Pembimbing | . Sitti Mawar, S.Ag.,M.A

Pembimbing Il : Zahlul Pasha, M.H

Kata Kunci . Pemberian remisi, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan masalah besar yang menjadi topik populer
sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana
narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku tindak pidana
narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang
menyertainya. Ditengah maraknya kasus tindak pidana narkotika terdapat
ketentuan bahwa pemerintah membuat kebijakan mengenai remisi atau
pengurangan masa pidana bagi narapidana narkotika. Permasalahan pada skripsi
ini yaitu 1) bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di
Lapas Klas Il A Banda Aceh? 2) Bagaimana pandangan pemberian remisi bagi
narapidana narkotika di Lapas Klas Il A Banda Aceh?. Jenis penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertama, prosedur pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana
dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan
yang terintegrasi antara Lapas/ Rutan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan
(SDP). Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari Tim
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Lapas, yang berjumlah 7 orang
yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak
pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah
berkelakuan baik. Kedua, Pandangan pemberian remisi bagi narapidana dan
pihak lapas bisa dianggap efektif karena tidak adanya pengulangan tindak
pidana narkotika yang signifikan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 — Nomor 0543/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah

ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Altf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilamban (dengan
ngkan | gkan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te & ‘ain ‘ koma
terbalik
(di
atas)
& Sa’ S es & Gain g Ge
(dengan
titik di
atas)
z Jim J je s Fa’ f Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan 4 Kaf k Ka
ha
3 Dal D De J Lam | El
3 Zal Z zet o Mim m Em
(dengan
titik di
atas)
0 Ra’ R Er o Nin n En




D Zai Z Zet B Wau w We
o Stn S Es > Ha’ h Ha
o Syn Sy es dan ye s Hamz ‘ Apostro
ah f
o= Sad S es S Ya’ y Ye
(dengan
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A a
Kasrah I i
dammah U u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ Ai adani
S fathah dan wau Au adanu

Contoh:

& kataba
d’-"' -fa‘ala
8 -zukira
AN -yazhabu
% -su'ila
X kaifa
d»  -haula




1. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
(8 kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
) dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JG  -gala
R -ramad
J8  -gila
J35 -yaqiilu

2. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ¢@’ marbitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup

ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

’

marbitah itu

JubYizs; -raug ah al-ayl
-raud atul atfal

555l Al -al-Madinah al-Munawwarah
s -AL-Madinatul-Munawwarah
all ~talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.
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Contoh:

Lﬂ) -rabbana
J -nazzala
54 -al-birr
gl -al-hajj
Azl -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.
Contoh:
Jas -ar-rajulu
53L)  -as-sayyidatu
‘wall - -asy-syamsu
A& -al-galamu
Xl -al-badi‘u
Y -al-jalalu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
G3A G -ta’ khuziana
& 3l -an-nau’
(o -syai’'un
&l -inna
&yl -umirtu
&l -akala
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8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
)N 8 sed )5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Okl a5e  -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
&l 2215 -Jhrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
b Loasalnaad) s -Bismillahi majrahd wa mursah
i) W e &5 -Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila

S 4dl) ¢ Ui 1 -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a ilaihi
sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O3V 232 G5  -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl a5 iy alsl () -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
& 35-*-' ddﬂ lallazi bibakkata mubarakkan

Gisall a8 034 o3 Glimanhes -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
chsall 58y U 8l 5l -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Gd BNV Co 23N -Alhamdu lillahi rabbi al-‘Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:
G p g dl Gavial  -Nasrun minallahi wa fathun garib
Gaes 5V -Lillahi al-amru jami‘an
Lillahil-amru jami‘an
PO 33 - -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tawid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Illmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi
sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan
mengedarkan Narkotika secara ilegal. Tindak pidana narkotika merupakan
masalah besar yang menjadi topik popular sekaligus menjadi suatu keprihatinan
bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika tersebut semakin marak dan
bahkan para pelaku tindak pidana narkotika seolah-olah tidak tahu tentang
adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.t

Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai
pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan
khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada
Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetiS maupun semisintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi ~sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan
keputusan menteri kesehatan.?

Sanksi pidana terhadap kasus narkotika juga diatur didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana terdapat dua jenis sanksi
yang dijatuhkan kepada seseorang apabila telah terbukti melanggar hukum, hal
tersebut diatur didalam pasal 10 KUHP yang mana terdiri atas pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan

! Muhammad Caesar, “Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota tentara
Nasional Indonesia”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, him. 21
2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika
1



hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan
hakim. Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kasus narkotika
adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan sanksi yang diberikan kepada
pelanggar hukum yang juga disebut sebagai “Pidana hilang kemerdekaan”
dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari
lingkungannya.®

Pidana penjara diberlakukan terhadap pelaku kasus narkotika diharapkan
untuk menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-
angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan
konsep rehabilitas dan reintegritas sosial agar narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri,
keluarga, dan lingkungan. Namun sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi
narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.*

Pada sistem pemasyarakatan bahwa pemidanaan terhadap seorang
terpidana selain menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan
bergerak, juga untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya
menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Jika
sistem kepenjaraan lebih untuk unsur balas dendam, sistem pemasyarakatan
lebih untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan diterima
di lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini diberlakukan terhadap
seluruh orang yang melakukan tindak pidana baik pencurian, pemerkosaan,

pembunuhan, perampokan dan penyalahgunaan narkotika.®

3 Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Permasyarakatan
Dalam PespektlfS|stem Peradilan Pidan, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), him. 14.
http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-
kerja?view=article&id=474
5 Sri Wulandari. Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan
Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal limiah, Vol 5, Nomor 1 2018



Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penggunaan obat yang dapat
menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan diluar
pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan
atau mengancam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika membawa dampak
negatif bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Dampak negatif dari
penyalahgunaan narkotika antara lain berupa gangguan pada jantung, otak,
tulang, pembulu darah, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan dan lain-lain.
Sehingga dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika menyatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika
golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak
Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”®

Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Aceh mengatakan bahwa
angka penyalahgunaan narkotika di Aceh mencapai 83 ribu orang pada tahun
2019. Ditengah maraknya kasus narkotika terdapat ketentuan bahwa terpidana
penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak
yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang salah satunya
adalah dengan adanya pemberian remisi yang diberikan oleh Kementrian
Hukum Dan HAM.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 pasal 1 ayat (6)
terdapat ketentuan bahwasanya remisi adalah pengurangan masa pidana yang

diberikan kepada narapidan dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat

6 Joko Triyantoro, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Rutan KLAS I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam
Raden Fatah, Palembang, 2018, him. 3



yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.’ Sedangkan menurut
Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999,
remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada
Narapidana dan Anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani
pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.®

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana bahkan penghapusan
masa pidana itu diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan republik Indonesia
dan hari raya idul fitri sudah menjadi sesuatu hal yang rutin dilakukan. Data dari
Kementrian Hukum dan HAM jumlah tahanan yang diberikan remisi pada tahun
2019 terdapat 778 narapidana yang mendapatkan remisi. Pada tahun 2020
terdapat 924 narapidana yang mendapatkan remisi. Selanjutnya pada tahun 2021
terdapat 892 narapidana yang mendapatkan remisi. Dan pada tahun 2022
terdapat 768 narapidana yang mendapatkan remisi.®

Khusus tindak pidana narkotika pada tahun 2022 terdapat 204 narapidana
yang diberikan remisi pada Lapas Klas II' A Banda Aceh. Jika dilihat dari data
pemberian remisi diatas sangat banyak narapidana yang mendapatkan remisi.
pemberian remisi dianggap menguntungkan bagi narapidana, karena adanya
pengurangan yang diberikan. Disamping remisi menguntungkan bagi narapidana
terdapat hal yang sangat disayangkan jika narapidana yang telah selesai
melaksanakan hukuman pidana kemudian mengulangi tindak pidana setelah
dibebaskan atau disebut “residivis’.°

Dengan adanya residivis atau narapidana yang mengulangi tindak pidana
menjadikan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dianggap kurang
efektif dalam memberantaskan kasus tindak pidana narkotika. Dikarenakan para

pelaku tidak ada efek jera dan mengulangi kejahatahan yang sama.

" pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999

8 Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

® Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham
Aceh, Pada Hari Rabu, 20 April 2022.

9 Yudha Nugraha Septiawan “Analisi Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika di
Lapas Klas IIA Bogor”. Jurnal Walisongo, Vol. 2, No. 1, 2020.



Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga melatarbelakangi penulis
menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan “Pandangan pemberian remisi

terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika”

B.  Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas
Klas Il A Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di
Lapas Klas 11 A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka
tujuan dilakukan penelitian ini:
1. Untuk mengetahui prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika
di Lapas Klas Il A Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pandangan pemberian remisi terhadap narapidana
narkotika di Lapas Klas Il A Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang
memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penulis. Adapun penelitian
terdahulu yang memiliki kaitanya dengan penelitian penulis yakni:

Pertama skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Efektivitas
Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19” hasil karya Edi
Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
2021. Dalam skripsi ini menjelaskan Apakah yang mendasari pemberiaan remisi

melalui program asimilasi dan integrasi dimasa pandemi covid-19 ini dan



bagaimana efektiftas setelah pemberiaan remisi melalui program asimilasi dan
integrasi pada masa pandemi covid-19.1!

Kedua, skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi Bagi Narapidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota
Palembang” hasil karya Virnaldi Guswanda Putra mahasiwa Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Palembang 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan
bagaimana mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota Palembang
dan bagaimana kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana
penyalahgunaan narkotika fi Rumah Tahanan Negara Klas | Kota Palembang.*2

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi Bagi Narapidana
Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Binjai”
Hasil karya Ahmad Reza Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018, Dalam skripsi ini menjelaskan
mengenai apakah dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan
psikotropika di lembaga pemasyarakatan Klas II' A Binjai dan juga kendala-
kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika
dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Binjai yang tidak
diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani.*®

Keempat, Jurnal yang berjudul “Efektivitas pemberian remisi terhadap
anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak Klas | Blitar”. Hasil Karya
ilmiah Karina Ayu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura,

dalam jurnalnya membahas mengenai bagaimana pemberian remisi terhadap

11 Edi Kurniawan, “Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Dan
Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah,
Palembang, 2021.

2 Virnaldi Guswanda Putra, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Rumah Tahanan Negara KLAS I Kota Palembang”, Fakultas Hukum, Universitas
Sriwijaya, Palembang, 2018.

13 Ahmad Reza Siregar, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dan
Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Binjai”, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.



anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak Klas I Blintar dan apa faktor
yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak di lembaga
pembinaan khusus anak Klas I Blintar.!*

Kelima Jurnal yang berjudul “pemberian remisi bagi narapidana dan
anak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan menurut Undang- Undang
no. 12 Tahun 1995”. Hasil karya ilmiah Sujasmin, Mahasiwa Sekolah Tinggi
Hukum Bandung, dalam jurnalnya membahas mengenai bagaimana pemberian
remisi bagi narapidana dan anak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan
menurut UU No. 12 tahun 1995, dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Pandangan Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga
Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh” membahas tentang bagaimana
prosedur pemberian remisi di Lapas Klas Il A Banda Aceh dan bagaimana
pandangan pemberian terhadap narapidana narkotika di Lapas Klas Il A Banda
Aceh. Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat
perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan peneliti

sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, maka perlu diberi
penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu:
1. Remisi
Remisi adalah hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa
hukuman dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut
menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana
mati. Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

14 Karina Ayu. “Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar”, Jurnal Trunojoyo, Vol. 1, No. 1, 2019.



Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999
Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun
1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.*®

2. Narapidana
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana tidak berbeda dari
manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau
kekilafan yang dapat dikenai pidana.*®

3. Tindak Pidana
Tindak pidana perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh
aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana
berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu
strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang
berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-
Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang
sama.’

4. Narkotika
pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran

15 Sri Wulandari, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi
Narapidana”, Jurnal Spektum Hukum, Vol. 2 No. 1, April 2017 (Semarang, UNTAG, 2017)
HIm. 84-85.

16 Ibid

7 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016),
him.57.



hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan — golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.
Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya
berlebihan. 8
5. Lapas Klas Il A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Banda Aceh merupakan salah satu
unit pelaksana tekhnis kemasyarakatan dan bertanggung jawab pada
kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi
Aceh. Lapas ini terletak di desa Bineh Blang, Kec, Ingin Jaya, Kab.
Aceh Besar, dan mulai dibangun pada tahun 2006 dan diresmikan pada
tanggal 27 maret 2012.%°

F.  Metode Penelitian
Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk
meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis

empiris untuk menganalisa dan merumuskan masalah yang akan diangkat.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in
action pada setiap peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. ° Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis yaitu dampak

pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika.

18 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1 https://www.lapasbandaaceh.com

20 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, him 134
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2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang langsung
dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya
dengan apa yang diteliti dengan cara tanya jawab yang dikerjakan
sistematika dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.
2LDalam penelitian ini peneliti_mengambil data langsung dari Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, dari BNN (Badan Narkotika
Nasional) Banda Aceh dan Lapas Klas Il A Banda Aceh.

. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti
secara langsung dari sumbernya tanpa campur tangan atau perantara
dari pihak lain yakni langsung dari objeknya, lalu di kumpulkan dan
diolah sendiri atau individu atau suatu organisasi. Misalnya dengan
cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan lain sebagainya.??
Peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan
pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Aceh,
Pegawai BNN Banda Aceh (Badan Narkotika Nasional), dan Pegawai
Lapas Klas Il A Banda Aceh sebagai pihak pertama yang memberikan

remisi terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika.

. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara
tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya, tetapi melalui
sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik

62.

2L Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), him.

22 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),

(Jakarta: Raja Grafindo, 2018), him. 214.
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secara komersial maupun non komersial. Misalnya dengan buku-buku
teks, jurnal, majalah, dokumen, koran, peraturan, perundangan, dan lain

sebagainya.?

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari
pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara
yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dengan
informan?* Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan
Pegawai di bagian registrasi Lapas Kelas Il A Banda Aceh, Kepala
Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh dan Pegawai Operator Sistem
Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh. Wawancara ini
menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar
mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya

suatu masalah.?®

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari
dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di
lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka
dibutuhkan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.?® Data yang
diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif
dengan memberikan gambaran terhadap jenis-jenis pemberian remisi, serta

dampak dari pemberian remisi.

2 |bid., him. 215.

2 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him.105

%5 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9,
Januari-Juni 2009, him.7.

% Ahmad Rijal, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadhrarah, Vol. 17, No.33,
Januari-Juni 2018, him. 84.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika
penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan tentang remisi tindak pidana narkotika, dan narapidana.

Bab tiga, merupakan bab yang akan membahas tentang prosedur
pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika dan
pandangan dari pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas Il A
Banda Aceh.

Bab empat, penutup meliputi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab

terdahulu, dan saran dari penulisan dan penelitian skripsi ini.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM

A. Remisi

1. Pengertian Remisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah
diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan
masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan (Pasal 1 angka 6).

Disisi lain menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah potongan atau pengurangan masa
hukuman seseorang narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani
pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. di dalam Keputusan
Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi diatur perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara apabila narapidana
yang bersangkutan telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-
turut serta berkelakuan baik. Jika sebelumnya permohonan perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui
Kejaksaan Negeri setempat dan Mahkamah Agung, maka berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi permohonan
tersebut diajukan langsung kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia R1.2’

Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjaman,

pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk

27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
Pasal 9 Ayat 1 sampai 4.
13
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membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang
sehat. Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan
bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan
kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP
kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik
pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh
terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.?®

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat memberikan pemahaman pada
kita bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam
menunjang sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan fungsi Lembaga
Pemasyarakatan itu sendiri. Fungsi pemasyarakatan itu sendiri berupa
menjalankan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan
pidana. Pemberian remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif
terhadap kepercayaan pelaksanaan pidana penjara, disparitas pidana dan akibat
pidana berupa hilang kemerdekaan.

Dengan demikian remisi menjadi tolak ukur bahwa narapidana dan anak
pidana dapat berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dapat dijadikan
sarana pengendali kepada narapidana dan anak pidana terhadap kemungkinan
diulanginya kembali tindak kejahatan dan mempunyai peranan dalam
melindungi masyarakat dari kejahatan.

Pada dasarnya pemberian remisi merupakan hak dari narapidana
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meskipun hak tersebut melekat
pada narapidana, namun ada hal-hal di mana narapidana tidak dapat
memperoleh remisi atau hapusnya hak remisi dari narapidana tersebut adalah

sebagai berikut:

28 Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara
Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi
Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.
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1) Melakukan pelanggaran hukum berupa kejahatan asusila di dalam
Lembaga Pemasyarakatan

2) Melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika termasuk zat adiktif lainnya seperti mengkonsumsi
minuman keras (Miras) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3) Melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4) Tidak disiplin.?®

a. Jenis-Jenis Remisi
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Keppres Rl Nomor 174 Tahun
1999 tentang Remisi, dikenal sebagai berikut:

1) Remisi Umum
Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17
Agustus.

2) Remisi Khusus
Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan
yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari
besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar
yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI.
Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa

pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

2 Muhammad Ardi Pradana, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga
Permasyarakatan”, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. 4ssss, Nomor 2, September 2018, HIm. 105-
114.
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a) Setiap Hari Raya Idul Firi bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama Islam.
b) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama Kristen.
c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama Hindu.
d) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama Budha.
3) Remisi Tambahan
Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau
anak ‘pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana seperti
berikut:
a) Berbuat jasa kepada Negara
b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau
kemanusiaan
¢) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan.
4) Remisi Dasawarsa
Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun
hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
5) Remisi Kepentingan Kemanusiaan
a) Remisi Sakit Berkepanjangan (Hari Kesehatan Dunia Setiap Tanggal

17 April).
b) Remisi lanjut Usia (Hari Lanjut Usia Nasional Setiap Tanggal 29
Mei).

c) Remisi Anak Nasional (Hari Anak Nasional Setiap Tanggal 23 Juli).
b. Syarat Pemberian Remisi
Syarat substansi:
1) Berkelakuan baik



17

2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

4) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas
dengan predikat baik®®

Syarat administratif

1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan

2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau
denda

3) Surat tidak sedang menjalani Cuti Menjalani Bebas

4) Salina register F

5) Salinan daftar perubahan

6) Laporan perkembangan pembinaan.3""

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi
Berikut dasar hukum yang digunakan dalam pemberian remisi di
Indonesia:

1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2) Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

% pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi

31 pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi



5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
Keputusan Presiden R.I Nomor 120 Tahun 1955 (Remisi Dasawarsa).
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I Nomor:
M.09-HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden
R.1 Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor: M.04-
HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana
dan Anak Pidana.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-
21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan
Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan Tujuh Puluh Tahun
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.1 Nomor: M.HH-01.PK.02.02
Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 21 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-
04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B.  Pemberian Remisi di Indonesia

Pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana dilakukan secara
online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi
antara  Lapas/Rutan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). 32
Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim
Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN
yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai
perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani
pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik.

Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala
Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang
dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait
dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan
kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya,
yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas
nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang
pemberian remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang
beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku
Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi,

dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh

32 Instruksi Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M.HH-01.0T.03.01 Tahun 2015
Tanggal 13 Oktober Tentang Pelaksanaan Remisi Online.
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Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat
persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat
keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri
dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral
Pemasyarakatan.

Untuk pengususlan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang
diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir
yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu

1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian

2) Formulir RU 1, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya

3) Formulir RK 1, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian

4) Formulir RK 1l di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.

5) Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian

6) Formulir RT Il dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

Dasar hukum pemberian remisi online yaitu:

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Sistem Database Pemasyarakatan.

c. Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.0T.03.01
Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Remisi
Online

d. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.01.01.02-314
tanggal 05 Oktober 2016 tentang Remisi Narapidana

Pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan terdiri atas:

a. Usulan pemberian remisi

b. Usulan pemberian pembebasan bersyarat
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c. Pemberian cuti bersyarat

d. Pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pelaksanaan remisi online dilakukan sebagai bentuk untuk mempercepat
pemberian remisi, mempermudah pemantauan, untuk penghematan biaya,
mengurangi penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatan tranparasi dan
kepastian hukum. Dengan adanya pelaksanaan remisi online mempermudah
kegiatan pengusulan dan pemberian remisi bagi narapidana dapat diajukan pada

setiap periode tanpa harus menunggu surat edaran.*

C. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan Negara kepada setiap
narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas.
Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di dalam undang-undang dan
peraturan pemerintah. Jika kita mengkaji kembali tentang undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam pasal 14 ayat (1) huruf 1
dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana
(remisi). ditegaskan pula termasuk juga anak pidana pada pasal 22 bahwa anak
pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud
pada pasal 14 ayat (1) tersebut. >*

Jika merujuk Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, maka hak-hak terpidana sebagai berikut:

a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya yang berarti dalam hal ini dijelaskan bahwa narapidana

3 Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham
Aceh, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022.

% Umar Anwar, “Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika
Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol. 13, Nomor 2, Juni 2016 (Jakarta Timur, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta) HIm. 142.
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di dalam lapas tidak boleh dihalangi beribadah menurut agama dan
kepercayaannya;

Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Perawatan
rohani berarti terpidana berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang
diadakan di dalam lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan
jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam lapas. (iii) Mendapatkan
pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang dimaksud disini yaitu
mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan dan pengajaran berupa
keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Maksudnya
narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila
menderita penyakit berat ataupun ringan dan juga berhak untuk
mendapatkan makanan yang layak pada jam makan di dalam lapas.
Menyampaikan apabila ada keluhan yang tidak menyenangkan di dalam
Lapas.

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang yang berarti mendapat bahan bacaan seperti koran
dan majalah serta dapat menonton televisi pada saluran resmi yang telah
diijinkan oleh KPI.

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan artinya
dapat menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan di Lapas.
Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya, artinya dapat bertemu dengan keluarga, penasihat hukum
ataupun orang tertentu lainnya jika mereka berkunjung ke Lapas.
Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) artinya dapat
mendapatkan pengurangan masa tahanan pada hari kemerdekaan dan

hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing.
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I. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga artinya dapat mengikuti kegiatan di luar lapas termasuk bekerja
di luar lapas dan juga dapat keluar tahanan untuk mengunjungi keluarga.
J. Mendapatkan pembebasan bersyarat artinya jika sudah menjalani masa
tahanan 2/3 dari masa hukuman pidana dapat mengajukan bebas
bersyarat dan mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut.
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
I.  Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam pemberian remisi jika di lihat pada Pasal 14 Ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 1995 diatas pada poin h, bahwa narapidana berhak
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). berdasarkan undang-undang
Nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 14 menyatakan bahwa dibenarkan dalam
pemberian remisi dengan beberapa syarat ketentuan yang berlaku.
Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pengaturan remisi tersebut terdapat
di dalam Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang mengatur bahwa setiap
narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan ketentuan telah
memenuhi 2 (dua) Syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa
pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun mengenai persyaratan berkelakuan
baik harus dibuktikan dengan:
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam)

bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remis dan
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b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh
lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.

D. Pemberian Remisi Menurut Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya.
Tujuan hukum pidana untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan
kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang
berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum
sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena
pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan
seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa pemidanaan
hukum pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang
pasti terhadap kesalahannya.®®

Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar
“hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus
beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu
peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi
juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). sehingga
menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus
disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali
sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/ penjatuhan pidana” oleh
hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan
“sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian ‘“‘sentence
conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeeid” yang sama artinya dengan

“dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

% Jupri, “Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus Justice
Collaborator”, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2020 (Gorontalo,
Universitas Ichsan 2020) HIm. 102.

3 Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985) HIm. 40.
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Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang Yyang
melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena
pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku
pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat
jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan
orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan
bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif
terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Secara tradisonal, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok
teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya
muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang
dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi
ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh
Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana
tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan
tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah
pembalasan (revegen).

Sebagimana yang telah dinyatakan muladi bahwa: “teori absolut
memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan
yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak
pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa
sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus
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ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan
sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Dari
teori diatas dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan tuntutan etika,
dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan akan dihukum dan
hukuman itu merupakan keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat
dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.3’

Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini
berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan
pidana  mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau
membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses
pembinaan sikap mental. Menurut muladi tentang teori relatif atau teori
tujuan ini bahwa: ‘“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas
kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi
ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak
melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut
atas keadilan.” Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan
kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang
ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama
pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif
(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai

37 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) HIm. 27.



27

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk

mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan

pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan
hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai
yang ada di masyarakat.3®

3. Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip relatif

(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan
karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut
lalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian
hari. Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van

List dengan pandangan sebagai berikut:

a) Tujuan terpenting dari pidana adalah memberantas kejahatan sebagai
suatu gejala masyarakat.

b) Imu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-
satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan
tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga
upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menujukkan teori ini meisyaratkan agar
pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang
terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut

38 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) HIm. 11.
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dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu
perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam
delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak
kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan
dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.*

% Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam
Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty) HIm. 47.



BAB TIGA
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS
KLAS Il A BANDA ACEH

A. Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus

Penyalahgunaan Narkotika

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga

remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana boleh
mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan,
mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak sedang
dihukum.*® Berikut prosedur pemberian remisi:
1. Tahap Pengusulan Remisi

a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul
pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala
Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah
memenuhi persyaratan.

b. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi,
Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.

c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul
pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi
diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh

Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

40 permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat
Pemberian Remisi
29
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d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul
pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan
pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.

e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul

pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama

Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.

Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA

untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan

Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda

tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri

Hukum dan HAM.

Contoh pengusulan remisi

Registrasi— Manajemen Registrasi— Remisi Online— Daftar Usulan :

Gambar 1 Permohonan Remisi Secara Online
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Gambar 2 Data Permohonan Remisi Secara Online

2) Klik permohonan
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Gambar 3 Pilihan Jenis-jenis Permohonan Remisi

3) Input: jenis remisi, tahun pemberian remisi, tanggal pemberian
remisi secara otomatls Klik: Buat Daftar:

sistem
Database
Pemasyaraka

Gambar 4 Jenis-jenis Permohonan Remisi
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4) Ada dua kriteria: memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

5) Tarik kebawah klik: simpan.

6) Catatan: permohonan remisi yang memenuhi syarat dan tidak
memenuhi syarat diusulkan semua.

7) Sidang TPP

Tools—— Sidang TPP——Daftar Sidang:

Gambar 5 Menu Aplikasi SDP

Input: Tanggal Sidang, Sidang Ke: secara otomatis akan keluar, Input: Nomor Sidang,
Klik: Simpan:

Klik: sidangkan semua atau bisa diklik pernama, Klik: Simpan:

Gambar 6 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP
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Klik: kembali:
Setelah klik kembali tahap selanjutnya UPT Pemasyarakatan akan melaksanakan sidang

TPP diruang sidang dan harus mencetak daftar namasnama WBP yang akan disidang
TPP kan di Ruang sidang UPT Pemasyarakatan dengan langkah:

Registrasi——Manajemen Registrasi—— Remisi Online ——# Laporan Usulan:

Gambar 7 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP dalam Ruang Sidang
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Input: Jenis Remisi, Input: Tahun Pemberian, Input: Kategori Remisi, Input: Nomor
Surat, Input: Tanggal Surat, Input: Status, Klik: Cetak Dafar:

Maka akan muncul format cetak daftar seperti berikut
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Setelah cetak daftar diprint tahap selanjutnya melaksanakan sidang di Ruang sidang
TPP UPT Pemasyarakatan.

Setelah sidang TPP dilaksanakan tahap selanjutnya antara lain Kontrol sidang :

Tools— Sidang TPP— Daftar Sidang:

Gambar 8 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP Siap untuk Dicetak
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Klik: kontrol sidang:

Sistem
Database
Pemasyaraka
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Ubah : Jenis Usulan, Klik: Kontrol semua, Klik Hasil setujui semua, Input: Nomor Surat
Pengantar, Input Tanggal Surat Pengantar, Klik: Simpan:

Caata Ferems Seaeng I tamast S

Klik: Ok

Setelah sidang TPP dilaksanakan tahap selanjutnya antara lain Verifikasi sidang :

Gambar 9 Verifikasi Sidang
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Klik : Kembali:
Sistem UPT Tuva Darvarey O
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Pemasyaraka

© Daftar Sidang TP

o Htama x Foming
Samd v lAJZOIGIOINOLT il | Tarvbah
1ahen Gidarg « Sorus ahun oang - v

Uit Sidwrey Seernin Unidot Sukany -«

vhayvees - cwi 1

Vot bhaaat 2t (LR S ) obmiet 0 ¥

¥ Tngge sidang

WEEL AN RIFON |Pozeta tscong [Kemry Sy | vemkan Seang|

puren 1 LA

Klik: Verifikasi sidang:
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Ubah jenis usulan, Klik : Verivikasi semua, Klik: hasil setujui semua, Klik: Simpan.
Sidang TPP UPT Pemasyarakatan telah selesai dilaksanakan. Tahap selanjutnya
melakukan konsolidasi.

Gambar 10 Pengisian Data Sidang Telah Siap Diisi
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Adapun Flow Chart Pengusulan Remisi secara online garis besarnya

antara lain:

Alur Remisi Online Secara Garis Besar
UPT

Sidang TPP UPT Mengusulkan ke pusat
Menu Tools Menu Konsolldasi

| Buat daftar Usulan
| Menu Registrasi

Pusat (Kanwil/Ditjen)

‘PenarbitanSK |
Manu Registrasi

| Terima daftar Usulan

. Mgu RQQISUOSI

Sidang TPP Kanwi(Ditjen
Mefi Toals

(Untux 8 85 mamintakan
pectimbangan terlebih
dakulu)

Sumber: SDP Bimtek Versi 3.4 (catatan Atunad Sayuti)

Gambar 11 Alur Pengisian Remisi Online

2. Cara Menghitung Remisi
Cara menghitung remisi tahanan di Indonesia harus berdasarkan jenis
remisinya. Seperti yang diketahui jenis remisi yang ada di Indonesia
dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: remisi umum, remisi khusus,
remisi tambahan, remisi susulan, dan remisi kemanusiaan. Setiap jenis
remisi tersebut tentunya memiliki ketentuan dan cara hitung yang berbeda,
antara lain sebagai berikut:
a. Remisi Umum
1) Narapidana 6-12 bulan-memperoleh 1 bulan pengurangan.
2) Narapidana 12 bulan atau lebih memperoleh 2 bulan pengurangan.
3) Narapidana pada tahun kedua memperoleh 3 bulan pengurangan.
4) Narapidana pada tahun ketiga memperoleh 4 bulan pengurangan.
5) Narapidana pada tahun keempat memperoleh 5 bulan pengurangan.
6) Untuk tahun keenam dan seterusnya narapidana memperoleh 6

bulan pengurangan.
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b. Remisi khusus

1) Narapidana yang sudah ditahan 6-12 bulan mendapat 15 hari
pengurangan.

2) 12 bulan atau lebih mendapat 1 bulan pengurangan.

3) Tahun kedua mendapat 1 bulan pengurangan.

4) Tahun keempat dan tahun kelima mendapat 1bulan 15 hari
pengurangan.

5) Tahun keenam hingga seterusnya mendapat pengurangan masa
tahanan selama 2 bulan setiap tahunnya.

c. Remisi Tambahan

1) Untuk narapidana yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi
Negara dan kemanusiaan, akan mendapat masa pengurangan Y2 dari
masa remisi umum berdasarkan tahun penahannya.

2) Untuk narapidana yang membantu kegiatan di dalam Lapas, maka
akan memperoleh masa pengurangan 1/3 dari masa remisi umum
berdasarkan tahun penahannya tersebut.

d. Remisi kemanusiaan

Cara menghitung remisi ini dilihat berdasarkan kondisi kesehatan

narapidana, apabila ada narapidana yang berusia lebih dari 70 tahun

dengan kondisi kesehatan buruk maka akan diberikan remisi.
e. Remisi susulan

Untuk lama pengurangannya biasa disesuaikan dengan jenis remisi dan

lama penahanan narapidana tersebut sehingga mereka merasa adil.

Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat.

Tentunya dengan cara menghitung sesuai jenisnya yang berlaku di

Indonesia.
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3. Batas waktu minimal dan maksimal untuk pengajuan usulan remisi

a. Peringatan diberikan 2 (dua) bulan sebelum tanggal peruntukan remisi,
saat ini dari Dirjen dikirimkan surat edaran ke Kanwil agar diteruskan
oleh Kanwil ke UPT.

b. Tidak ada batas minimal pengajuan.

c. Paling lambat sebelum SK untuk remisi tahun depan dikeluarkan
karena remisi susulan diberikan untuk tahun pertama sehingga tidak
boleh didahului oleh SK tahun berikutnya, jadi harus diusulkan dan
disetujui sebelum SK tahun berikutnya dikeluarkan.

d. Jika usulan belum control siding TPP dan muncul pengajuan remisi
susulan maka divalidasi dengan pengajuan tidak dapat disetujui
sehingga harus ditunda dan pengajuan susulan harus diproses terlebih
dahulu.

e. Jika usulan sudah control sidang TPP atau diberikan nomor SK maka
untuk perbaikan dilakukan dengan SK perbaikan.*!

Hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat. Bahwa “Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA
merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak
kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak

yang telah memenubhi persyaratan”.

4l Wawancara dengan Israk bagian registrasi Lapas Klas Il A Banda Aceh Pada Hari
Senin 06 Juni 2022
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4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap

narapidana

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas Il A Banda Aceh diperoleh

fakta bahwa adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian

remisi terhadap narapidana di Lapas Klas Il A Banda Aceh yaitu:

a.

Faktor Administrasi

Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti,
keterlambatan datangnya petika vonis dari Pengadilan Negeri yang
memutus perkara narapidana tersebut sehingga dapat menghambat

dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.

. Faktor Kelembagaan

Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi
pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk
meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana
khususya remisi

Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya
masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat
telram yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan

bebas lepas narapidana).

. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai pengahambat pemberian remisi adalah berasal
dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan

tindakan indisipliner.
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5. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Faktor Penghambat Dalam

Pemberian Remisi

a. Faktor Administrasi
Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan
pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan
kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-
pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar
narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat
remisinya tepat waktu.

b. Faktor Kelembagaan
Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian
remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat
dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui

menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

c. Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam
pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk
perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi
dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus
yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.

d. Faktor dari Perilaku Narapidana
Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku
narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

lebih  dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan
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berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak

akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.*2

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi
kepada narapidana dan anak pidana dilakukan secara online dengan
menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara
lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal pemasyarakatan melalui
aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Pengusulan remisi tersebut
didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
yang ada di Lapas, yang bersangkutan yang berjumlah 7 orang yang
bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana
selama menjalani pembinaan dibawah bimbingannya yang telah berkelakuan
baik.

B. Pandangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus

Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh yakni bapak
Fuad mengatakan bahwa dampak pemberian remisi terhadap kasus tindak
pidana narkotika masih kurang berpengaruh, dikarenakan masih banyak
narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Pihak BNN ini sendiri
sebenarnya kurang sependapat dengan adanya penerapan kebijakan remisi
terhadap narapidana khususnya tindak pidana narkotika. 43

Menurut pihak BNN seharusnya diberikan hukuman yang sesuai dan tidak
adanya pemberian remisi dirasa lebih efektif dikarenakan adanya efek jera dan
rasa enggan mengulangi. Dan juga harapan BNN (Badan Narkotika Nasional)
mengatakan bahwa setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat diberi hukuman

sesuai yang telah diputuskan di pengadilan dan pelaksanaan pemberian

42 Muhammad Haris, Staf Registrasi di Lapas Klas Il A Banda Aceh, Pada hari Rabu 6
Juli 2022.

4 Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei
2022
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hukuman tersebut diselesaikan hingga tuntas.** Hal tersebut bersesuaian dengan
teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan yang dimana dalam
teori tersebut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori absolut mamandang bahwa
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan
sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu
sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan
semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang
melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan
keadilan.

Syarat yang diberlakukan untuk mendapatkan pemberian remisi bagi
narapidana narkotika juga tidak mempengaruhi penurunan angka tindak pidana
narkotika di Indonesia. Pemerintah dalam menyusun syarat pemberian remisi
terhadap narapidana tindak pidana khusus sebenarnya kurang memperhatikan
dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan
pemerintah tidak didasari atas keinginan masyarakat. Maka hal tersebut sangat
wajar jika menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejalan dengan ini
beliau juga mengatakan bahwa pemberian remisi tidak memberikan efek jera
terhadap si pelaku kejahatan dan akan mengulangi kejahatan yang sama.*

Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pemerintah memperbaiki perilaku
narapidana melalui kebijakan pemberian remisi tidak mengalami dampak positif
yang signifikan, karena masih terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya
pandangan pemberian remisi menurut Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A

Banda Aceh memiliki sudut pandang yang positif. Menurut bapak Kharismadani

4 Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei
2022

4 Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei
2022
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selaku staf Bimkesmaslat di Lapas Klas Il A Banda Aceh mengatakan bahwa
dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika yaitu
narapidana lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di dalam lapas untuk
harus mengikuti semua aturan seperti mengikuti kegiatan keagamaan, kesehatan,
sampai hal-hal kecil seperti memotong kuku dan saling menghormati.

Dampak lain pemberian remisi bagi Lapas yaitu untuk mengurangi over
kapasitas di Lapas Klas Il A Banda Aceh. Bagi para Narapidana pemberian
remisi sangat menguntungkan maka dari itu, para narapidana lebih menjaga
sikap dan perilaku Karena jika mereka membuat kesalahan maka mereka
diancam untuk tidak mendapatkan remisi, dan hal ini sangat merugikan bagi
narapidana yang telah mengharapkan pemberian remisi. Maka dengan ini
narapidana sangat memikirkan sesuatu yang ingin mereka lakukan di dalam
lapas karena mereka tidak mau pemberian remisinya dicabut. Selain itu
narapidana juga memiliki larangan- larangan seperti larangan untuk melengkapi
kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angina, televise, atau alat elektronik
lainnya. Narapidana juga di larang memiliki, membawa, atau menggunakan alat
elektronik seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam,
pager dan sejenisnya. Adapun hukuman bagi narapidana yang melanggar tata
tertib yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, yang meliputi pemberian peringatan
secara lisan dan peringatan secara tertulis.

2. Hukuman disiplin tingkat sedang, yang meliputi pemasukkan Narapidana
ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan penundaan atau
peniadaan hak tertentu dalam kurum waktu tertentu berdasarkan hasil
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

3. Hukuman disiplin tingkat berat, yang meliputi pemasukkan Narapidana ke
dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang
selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan ia tidak mendapatkan hak remisi,

cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas,
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dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register

F.46

Sejalan dengan penjelasan diatas penulis juga mendapatkan wawancara
dengan 3 narapidana di Lapas Klas Il A Banda Aceh mengenai dampak
pemberian remisi bagi narapidana narkotika. ketiga Narapidana tersebut
mengatakan bahwa pemberian remisi sangat menguntungkan terhadap individu
atau pelaku tindak pidana narkotika. keuntungan yang didapatkan yaitu pelaku
yang telah menjalani masa pidana dan bertaubat, contohnya seperti awalnya
narapidana tidak menjalankan ibadah dengan maksimal tetapi selama di dalam
Lapas narapidana melakukan pembinaan agama yang ketat seperti solat lima
waktu dan belajar kitab kuning, dan mereka juga direhabilitasi agar lebih
mengetahui tentang bahaya dari narkotika. Mereka yang telah menjalaninya
akan diberikan remisi dan dapat segera kembali kepada lingkungan keluarga
atau masyarakat guna meneruskan kehidupannya setelah dibina di dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai
kepala keluarga, dengan pemberian remisi ini akan sangat bermanfaat bagi
keluarganya. Hal tersebut juga berhubungan dengan pemeliharaan keturunan
atau kehormatan (Hifz a-nasl), di mana seorang kepala keluarga memiliki
tanggung jawab penuh untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya. Maka
dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi ini sangat
menguntungkan bagi lapas dan narapidana dikarenakan lapas tidak menampung
banyak narapidana yang membuat tidak nyaman berada di dalam lapas. Dan
juga narapidana yang diberikan remisi telah dibina menjadi manusia yang lebih
baik ketika suatu saat keluar dari Lapas dapat diterima oleh lingkungan
masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi. Hal ini di faktakan
dengan memperoleh data residivis di Lapas Klas Il A Banda Aceh sebanyak 79
narapidana pada tiga tahun terakhir. beberapa narapidana yang melakukan

4 Kharismadani, Staf Bimkesmaslat Di Lapas Klas Il A Banda Aceh, Pada Hari rabu 6
juli 2022.
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residivis tindak pidana narkotika yaitu AS Bin Abd berusia 27 tahun, mulai
ditahan pada tanggal 15 April 2019, total hukuman yang didapatkan 10 Tahun.
Selanjutnya AA berusia 24 tahun, mulai ditahan pada tanggal 16 Februari 2020
total hukuman yang didapatkan 8 Tahun. Dan selanjutnya Ir Bin Idr berusia 27
tahun, mulai ditahan pada tanggal 19 Januari 2021.%

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan pemberian remisi
terhadap narapidana narkotika dianggap efektif berdasarkan data pemberian
remisi bagi narapidana narkotika pada tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2020
terdapat 320 narapidana yang mendapatkan remisi selanjutnya ditahun 2021
terdapat 289 narapidana yang mendapatkan remisi dan ditahun 2022 terdapat
sebanyak 204 narapidana yang mendapatkan remisi dan data yang melakukan
residivis di Lapas Klas Il A Banda Aceh sebanyak 79 narapidana di tiga tahun
terakhir dari data tersebut menunjukkan bahwa sangat sedikit yang melakukan
residivis hal ini sejalan dengan teori relatif yaitu untuk membuat narapidana
merasa takut dalam melakukan kejahatan sehingga tidak mengulangi
perbuatannya dan dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari

sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

47 Israk bagian registrasi Lapas Klas Il A Banda Aceh, Pada Hari Senin, 06 Juni 2022,



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah
sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana
narkotika dilaksanakan secara online melalui aplikasi SDP (Sistem
Database Pemasyarakatan). Berikut tata cara pemberian remisi yaitu
pertama Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul
pemberian- remisi kepada Kepala Lapas/LPKA kemudian kepala
Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA
menyampaikan usulan pemeberian remisi kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari. Hasil verifikasi
disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.  Selanjutnya  Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi maksimal 3 hari.
Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian
remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan
HAM menetapkan keputusan pemberian remisi, terakhir Keputusan
pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk
diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan
elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum
dan HAM.

2. Pandangan pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkotika
dianggap efektif bagi pihak lapas dan narapidana yang berada di dalam

47
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lapas dikarenakan bagi pihak lapas tidak menampung banyak narapidana
yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa
tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian remisi bagi
narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan
narapidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik di
dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga

dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran
kepada Kementrian Hukum dan HAM dan Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A
Banda Aceh sebagai berikut:

3. Diharapkan kepada pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk
memperketat pengawasan tentang bahaya narkotika sehingga orang takut
untuk mengkonsumsi dan mengedarluaskan narkotika

4. Diharapkan kepada pihak lapas Klas I A Banda Aceh untuk membina
para narapidana dengan sebaik-baiknya sehingga memastikan mereka
setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak mengulangi

kejahatan yang sama.
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Lampiran 3 Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Lapas Klas Il Banda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I1A BANDA ACEH

JI. Lembaga Desa Binech Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
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Nomor : WL.PAS1.UM.01.01.01- 570 06 Juni 2022
Lampiran -
Perihal : Keterangan Telah Selesai

Mclaksanakan Praktek Mahasiswa

Yth.  Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh
Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Acch Nomor: 261/UN.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Tanggal 22 Maret 2022 perihal Mohon Izin Praktek Mahasiswa atas nama :

Nama : USLIYA ULFA

NIM : 180106072

Judul Penelitian  : Efektifitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus
Penyalahgunaan Narkotika

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai
melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banda Aceh pada tanggal 06 Juni 2022

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

NIP. 19680714 199403 1 001

Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Prodi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Arsip



Lampiran 4 Daftar Wawancara dengan Pihak Pegawai Lembaga

10.

11.
12.
13.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I1A Banda Aceh
Landasan hukum apa yang digunakan untuk pemberlakuan remisi?

Apa saja jenis pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yang
mendapatkan remisi?

Bagaimana Standar Oprasional Prosedur pelaksanaan remisi di Lapas
Klas Il A Banda Aceh?

Program binaan jenis apa yang diberikan oleh pihak lapas terhadap
narapidana?

Apakah ada perbedaan binaan yang diberikan pihak lapas kepada
narapidana remisi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?

Adakah perubahan yang signifikan sesudah dan sebelum
diberikannya remisi?

Adakah narapidana yang dulunya pernah dipenjara dan pernah
diberikan remisi dan sekarang ditahan lagi pada kasus yang sama
yaitu kasus penyalahgunaan narkotika? Jika ada berapa jumlah
napinya?

Apa langkah selanjutnya yang dilakukan pihak lapas terhadap
narapidana residivis pasca pemberian remisi?

Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada tahun 2020, 2021 dan
20227

Jumlah narapidan yang melakukan residivis pada kasus
penyalahgunaan narkotika di tahun 2020, 2021 dan 20227

Berapa kali dalam setahun diberikan remisi tersebut?

Apakah ada faktor non hukum terkait pemberian remisi?

Apa saja tantangan dan hambatan pemberian remisi di Lapas Klas II
A Banda Aceh?
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Lampiran 5 Daftar Wawancara dengan Pihak Narapidana yang Mendapatkan
Remisi

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Narapidana yang
Mendapat Pemberian Remisi

1. Apakah program remisi menguntungkan bagi bapak/ibu?

2. Keuntungan seperti apa yang bapak/ibu dapatkan?

3. Selama mendapatkan remisi program binaan apa yg bapak/ibu
dapatkan dari pihak lapas?

4. Faktor atau kondisi apa yang menyebabkan bapak/ibu mengulangi
kejahatan penyalahgunaan narkotika sampai menjadi residivis?

5. Kesulitan dan kemudahan apa yang bapak/ibu hadapi setelah

diberikan remisi?



Lampiran 6 Daftar Wawancara dengan Pihak Kemenkumham

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Kemenkumham
1.  Landasan hukum apa yang digunakan untuk pemberlakuan remisi?
2.  Berapa jumlah data narapidana narkotika yang mendapatkan remisi?

3. Bagaimana praktek pemberian remisi di Indonesia?
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Lampiran 7 Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan Bapak Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN
Kota Banda Aceh, pada hari Selasa 31 Mei 2022

Wawancara dengan israk, bgiab registrasi Lapas Klas Il A
Banda Aceh, pada hari Senin 6 Juni 2022
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Wawancara dengan narapidana di Lapas Klas Il A Banda Aceh
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A | i
Wawancara dengan Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Aceh, pada hari Rabu 22 Juni 2022



